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ABD KADIR (B111 08766), Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak 
Pidana Incest Dengan Korban Anak (Studi Kasus Wilayah Kabupaten 
Takalar Tahun 2005-2011), di bawah bimbingan Aswanto selaku 
pembimbing I dan Syamsuddin Muchtar selaku pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk 
mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana incest , dan kedua 
untuk mengetahui upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah dan 
menanggulangi tindak pidana incest di Kabupaten Takalar. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Takalar, dengan lokasi 
penelitian padaPolres Takalar dan Lembaga Permasyarakatan KLAS II B. 
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library 
research) dan penelitian lapangan (field research), dengan tipe penelitian 
deskriptif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan 
kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan 
objek. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara 
langsung dari objek penelitian di lapangan dan data sekunder yang 
diperoleh dari hasil studi pustaka. 
Hasil penellitian menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana incest 
dalam kurun waktu 2005-2011 masih relatif sedikit dibandingkan tindak 
pidana kesusilaan yang bukan hubungan sedarah.Adapun faktor-faktor 
penyebab terjadinya tindak pidana incest adalah 1.Faktor rendahnya 
pendidkan dan ekonomi, 2.Faktor lingkungan atau tempat tinggal, 3.Faktor 
alkohol, 4.Faktor kurangnya pemahaman terhadap agama, 5.Peranan 
korban. Upaya menanggulangi tindak pidana incest adalah dengan 
melakukan 2 cara yaitu melalui tindakan preventif yang harus dilakukan 
oleh setiap elemen, oleh individu, masyarakat, pemerintah, dan kepolisian. 
Yang kedua yaitu melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat 
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A. Latar Belakang Masalah 
Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan 
Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), 
mengatur setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala 
peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. 
Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus 
ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada 
pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, 
kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
Upaya perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan 
baik di Indonesia maupun di dunia internasional tentang kekerasaan. 
Fenomena kekerasaan terhadap anak, dengan berbagai bentuknya 
nampaknya masih menjadi tren yang terus meningkat dalam masyarakat. 
Berita kasus anak yang diungkapkan pekerja media juga masih sebatas 
kasus yang masuk ke dalam catatan aparat penegak hukum. Belum lagi 
jika diamati dari kasus anak yang ditindaklanjuti keranah hukum (Seto 
Mulyadi, Perlindungan Anak dari Kekerasaan, 
www.tulisanperempuan.worpress.com, diakses 28 Oktober  2008) 
Pembicaraan mengenai masalah ini tidak akan pernah berhenti, karena 
disamping merupakan masalah universal juga karena didunia ini akan 
selalu dihiasi oleh anak-anak.  
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Pembicaraan mengenai masalah anak ini menandakan masih 
adanya kasih sayang atau cinta kasih diantara umat manusia, khususnya 
pada orang tua. Anak wajib dilindungi dan dijaga kehormatannya, 
martabat, serta harga dirinya secara wajar, baik itu didalam aspek atau 
bidang hukum, ekonomi, politik, sosial maupun budaya dengan tidak 
membedakan adanya perbedaan suku, ras maupun golongan.  Anak juga 
merupakan penerus bangsa yang biasa kita sebut sebagai generasi masa 
depan bangsa. Oleh sebab itulah hal-hal apa saja yang merupakan hak-
hak atas anak, yang juga sebagai salah satu dari bagian hak asasi 
manusia wajib dijunjung tinggi dan patut untuk dipertanggungjawabkan 
Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-
cita perjuangan bangsa, sumber daya manusia bagi pembangunan 
nasional.Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang 
berkualitas dan mampu memimpin dan serta memelihara kesatuan dan 
persatuan bangsa diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi 
kelangsungan hidup anak. 
Tujuan perlindungan anak diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut 
Undang-undang Perlindungan Anak), yaitu bahwa: 
“perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-
hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusian, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasaan dan 
diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, 
berahlak mulia, dan sejahtera” 
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Pada hakikatnya anak tidak dapat mellindungi dirinya sendiri dari 
berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental,  fisik,  
sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus 
dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan 
kondisinya, khususnya dalam kasus incest yang terjadi pada anak. 
Selain berkewajiban untuk mencegah dan mengatasi sebuah 
kejahatan, kita juga mempunyai kewajiban untuk melindungi diri kita dan 
orang-orang terdekat, atau siapa saja dari sebuah ancaman 
kejahatan.Terlebih lagi kepada keluarga sebagai unit terkecil dalam 
sebuah masyarakat, dalam sebuah keluarga sendiri terdapat anggota 
yang sangat rawan menjadi korban kejahatan, yaitu anak. Sasaran yang 
sangat rawan menjadi korban kejahatan, yaitu anak.Sasaran yang sangat 
memiliki daya tarik tersendiri terhadap sebuah kejahatan beberapa 
dikarenakan oleh ketidakberdayaan anak dalam mencegah atau 
melindungi diri dari sebuah kejahatan. 
Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial dan 
bukan hal yang baru, pada prinsipnya meskipun tempat dan waktunya 
berlainan namun tetap dinilai sama. Peningkatan kejahatan dari waktu ke 
waktu tidak dapat dihindari, dikarenakan bentuk perubahan sosial sebagai 
pendorongnya. 
Semakin kompleksnya masyarakat dewasa ini, dapat 
mempengaruhi seseorang maupun kelompok tertentu dalam mempertinggi 
persaingan hidup terutama kebutuhan ekonomi yang ditandai dengan 
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munculnya kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin yang 
memunculkan berbagi jenis kejahatan. 
Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan 
meresehkan masyarakat adalah kejehatan incest yang merupakan salah 
satu kejahatan seksual yang masih sangat tabu didalam masyarakat dan 
merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak asasi 
manusia. 
Kejahatan  seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja, dimana 
saja dan dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang-orang yang dianggap 
sebagai pelindung seperti ayah kandung/tiri, paman,kakek atau saudara. 
Korbannya bukan saja anak perempuan, anak laki-lakipun berpotensi 
menjadi korban, walaupun dari kasus-kasus terungkap korban umumnya 
anak perempuan. 
Secara lintas-budaya incest lebih bersifat emosional daripada 
masalah hukum, maka istilah tabu lebih dipilih daripada sekedar larangan. 
Namun, meskipun diakui dalam antropologi sebagai hal yang universal, 
ketabuan incest dipandang secara berbeda dalam masyarakat yang 
berbeda, dan pengetahuan tentang pelanggarannya pun menimbulkan 
reaksi yang sangat berbeda dari masyarakat ke masyarakat. Beberapa 
masyarakat menganggap incest hanya meliputi mereka yang tinggal 
dalam satu rumah, atau yang berasal dari klan atau keturunan yang sama; 
masyarakat lain menganggap incest meliputi “saudara sedarah”; 
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sedangkan yang lainnya lagi lebih jauh mengkaitkannya dengan adopsi 
atau perkawinan. 
Incest antara orang dewasa dan anak di bawah umur dianggap 
sebagai bentuk pelecehan seksual anak.Kasus ini terbukti menjadi salah 
satu bentuk pelecehan masa kanak-kanak paling ekstrim, seringkali 
menjadi trauma psikologis yang serius dan berkepanjangan, terutama 
dalam kasus incestyang dilakukan orangtua. Orang dewasa yang masa 
kecilnya pernah menjadi korban incest dari orang dewasa seringkali 
menderita rasa rendah diri, kesulitan dalam hubungan interpersonal, dan 
disfungsi seksual, serta berisiko tinggi mengalami gangguan mental, 
termasuk depresi, kecemasan, reaksi penghindaran fobia, gangguan 
somatoform, penyalahgunaan zat, gangguan kepribadian garis-batas, dan 
gangguan stres pasca-trauma yang kompleks. Akibat psikologis makin 
diperparah dengan adanya stigma dari masyrakat mengenai nilai 
kehormatan dan keparawanan seorang perempuan, sehingga anak yang 
menjadi korban perkosaan akan merasa dirinya tidak lagi berharga dan 
membawa aib. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian bagi aparat 
penegak hukum dalam menjatuhkan pidana bagi  pelakunya 
Keluarga bagi sesorang anak adalah tempat untuk mendapat kasih 
sayang dan perlindungan, sehingga bila itu tidak didapatkan akan muncul 
perasaan bahwa ada sesuatu yang salah didalam dirinya dan hal pertama 
yang dilakukan anak adalah menyalahkan dirinya sendiri. 
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Begitu pula dengan ibu yang anaknya menjadi korban incest, 
pandangan masyarakat bahwa ibu adalah pengasuh dan pelindung 
anaknya akan membuat seorang ibu menyalahkan dirinya dan merasa 
tidak menjadi ibu yang baik. Apalagi ibu adalah anggota keluarga yang 
selalu disalahkan jika ada yang tidak beres dalam keluarga. Bila incest 
tersebut dilakukan oleh suaminya sendiri, rasa bersalah akan berlipat 
ganda karena merasa tidak dapat memberikan kepuasan seksual bagi 
suaminya sehingga si suami melampiaskannya pada anak. 
Tindak pidana incest  merupakan perbuatan yang tidak bermoral 
dimana seorang ayah terhadap puteri kandungnya sendiri mencerminkan 
kelainan pada aktivitas seksual si pelaku yang dikenal dengan dengan 
istilah incest yaitu hubungan seksual antara ayah dengan anak 
kandungnya, ibu dengan anak kandungnya, kakak dengan adiknya. Incest  
dapat diartikan hubungan seks keluarga sedarah (yang tidak boleh 
dinikahi). 
Kejahatan incest terhadap anak sebagai korbannya merupakan 
salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan mesyarakat sehingga 
perlu dicegah dan ditanggulangi.Oleh karena itu masalah ini perlu 
mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan 
kriminolog dan penegak hukum. 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk 
mengkajiapa sebenarnya yang menjadi faktor penyebab sehingga 
terjadinya tindak pidana incest serta upaya apa yang harus ditempuh 
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dalam menanggulangi tindak pidana incest dengan judul “TINJAUAN 
KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA INCEST DENGAN 
KORBAN ANAK (Studi Kasus Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2005-
2011)” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ditarik beberapa 
permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah 
yang hendak dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:: 
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana 
incest dengan korban anak di Kabupaten Takalar? 
2. Bagaimana upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah dan 
menanggulangi tindak pidana incest dengan korban anak di Kabupaten 
Takalar? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dan kegunaan yang ingin 
dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 
tindak pidana incestdengan korban anak di Kabupaten Takalar 
b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk 
mencegah dan menanggulangi tindak pidana incestdengan korban 
anak di Kabupaten Takalar 
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2. Kegunaan Penelitian 
a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka 
menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri pada 
khusunya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya 
b. Menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para 
penegak hukum pada khususnya dalam mencegah dan 







A. Definisi Kriminologi 
Kriminologi merupakan ilmu pengatahuan yang mempelajari 
kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali 
dikemukakan oleh P. Topinard ( 1830-1911), seorang ahli antropologi 
prancis.  
Kriminologi terdiri dari dua kata yakni kata crime yang berarti 
kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi 
adalah ilmu tentang kejahatan(A.S.Alam dan Amir Ilyas 2010:1). 
Pengertian kriminologi (Hari Saherodji, 1980:9) yaitu: 
Mengandung pengertian yang sangat luas, dikatakan demikian, 
karena dalam mempelajari kejahatan tidak dapat lepas dari 
pengaruh dan sudut pandang.Ada yang memandang kriminologi 
dari sudut perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang 
berlaku dalam masyarakat. 
 
Menurut Bonger (Hari Saherodji, 1980:9) kriminologi sebagai “ilmu 
pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-
luasnya”. 
 Melalui definisi ini, Bonger (Hari Saherodji, 1980:9) membagi 
kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup: 
a. Antropologi kriminil : imu pengetahuan tentang manusia yang 
jahat suatu bagian dari ilmu alam. 
b. Siosiologi kriminil : Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai 
suatu gejala masyarakat, jadi pokoknya tentang sampai dimana 
letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial) 
dalam arti luas juga termasuk pennyelidikan mengenai keadaan 
keliling physiknya. 
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c. Psikologi kriminil : ilmu pengetahuan tentang kejahatan 
dipandang dari sudut ilmu jiwa, penyelidikan mengenai jiwa dari 
penjahat, dapat ditujukan semata-mata pada kepribadian 
perseorangan (umpama) bila dibutuhkan untuk memberi 
penerangan pada hakim, bila dapat juga  untuk menyusun 
Tipologi/golongan penjahat, penyelidikan mengenai gejala-
gejala yang nampak pada kejahatan-kejahatan yang dilakukan 
oleh kelompok-kelompok, sebagian juga termasuk dalam 
psychologi kriminil dimana penyelidikan psychology kriminil/ 
sosial mengenai repercussis yang disebabkan oleh perbuatan 
tersebut dalam pergaulan hidup yang tak boleh dilupakan, 
akhirnya ilmu jiwa darri orang-orang lain dipengadilan sebagai 
saksi, pembela dan lain-lain serta pengakuan seseorang. 
d. Psche dan Neure-pathologi kriminil : ilmu pengetahuan tentang 
penjahat yang dihinggapi sakit jiwa atau sakit urat syaraf. 
e. Penologi : ilmu pengetahuan tentang timbul dan tumbuhnya 
hukuman sertaarti dan faedahnya. 
f. Kriminalistik : ilmu pengetahuan untuk dilaksanakan yang 
menyelidiki teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan yang 
merupakan gabungan ilmu jiwa tentang kejahatan, dan 
penjahat, ilmu kimia, pengetahuan tentang barang-barang, 
gropologi dan lain-lain 
 
Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 2007:10-11) 
merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang 
bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala social (The body of 
knowledge regarding crime as a social phenomenon).Kriminologi 
mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggran hukum dan 
reaksi atas pelannggaran hukum. 
Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2007:11) 
membagi kriminologi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu: 
1. Sosiologi hukum :kejahatan dalah perbuatan yang oleh hukum 
dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. 
2. Etiologi kejahatan :merupakan cabang dari ilmu kriminologi yang 
mencari sebab musabab dari kejahatan. 
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3. Penology : ilmu tentang hukuman. 
Menurut Edwin H. Sutherland (A.S. Alam Amir 2010) kriminologi 
adalah: 
“criminology is the body of knowledge regarding delinquency and 
crime as social phenomena“( kriminologi adalah kumpulan 
pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan 
sebagai gejala social) 
 
J Constant (A.S Alam Amir 2010) mengatakan bahwa : 
Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan 
faktor-faktor yang menjadi sebab musabab-musabab terjadinya 
kejahatan dan penjahat. 
 
Moeljatno (1986 : 3) mengemukakan bahwa kriminlogi adalah 
“sebagai suatu istilah global atau umum suatu lapangan ilmu pengetahuan 
yang sedemikian rupa dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin 
dikuasi oleh seorang ahli saja” 
Sedangkan menurut Wilhelm Saver (Moeljatno, 1986 :3) bahwa  
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang 
dilakkukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya, 
sehingga objek penelitian kriminologi  ada dua, yaitu :1. Perbuatan 
individu (Tat Und Tater), 2.Perbuatan kejahatan. 
 
Van bammelen (Moeljatno 1986: 3) mengatakan bahwa : 
Kriminologi mempelajari interaksi yang ada anntara kejahatan 
dengan perwujudan lain dari kehidupan masyarakat, maka 
kriminologi merupakan bagian dari ilmu tentang kehidupan 
masyarakat, yaitu ilmu sosiologi dan ilmu biologi, karena manusia 
adalah mahluk hidup. 
 
Menurutahli U.S.A: Thorsten Sellin (Moeljatno, 1986:3), “istilah 
criminology di U.S.A dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat 
dan cara penanggulanginya (treatment)”. 
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Kita melihatpendapatahli U.S.A lain Sutherland (Moeljatno 1986:4) 
yang beranggapanbahwa: 
Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan yang 
berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat 
(social).Ilmu meliputi: 
1. Cara proses pembuatan undang-undang, 
2. Pelanggaran terhadap undang-undang dan 
3. Reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran ini, hal-hal mana 
merupakan 3 segi pandangan (aspek) dari suatu rangkaian 
hubungan timbal balik yang sedikit banyak merupakan suatu 
kesatuan. 
 
Menurut Moeljatno, (1986:6) menyatakan bahwa “kriminologi 
merupakani lmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan 
tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu”. 
Berdasarkan uraian singkat di atas ditarik suatu pemikiran, bahwa 
kriminologi adalah bidang ilmu yang cukup penting dipelajari karena 
dengan adanya kriminologi, dapat dipergunakan sebagai kontrol sosial 
terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana. Munculnya lembaga-
lembaga kriminologi dibeberapa perguruan tinggi sangat diharapkan dapat 
memberikan sumbangan-sumbangan dan ide-ide yang dapat 
dipergunakan untuk mengembangkan kriminologi sebagai science for 
welfare of society. 
Dengan kata lain, kriminologi adalah salah satu cabang ilmu yang 
diajarkan dalam bidang ilmu hukum. Jika diklasifikasikan, kriminologi  
merupakan bagian dari ilmu social, akan tetapi kriminologi tidak bisa 
dipisahkan dengan bidang ilmu hukum, khsususnya hukum pidana. 
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Kriminologi merupakan bagian dari kurikulum program studi ilmu 
hukum Karena berdasarkan symposium international society of 
Criminology, kriminologi perlu diajarkan bagi sekolah tinggi hukum atau 
bagi aparat penegak hukum. 
Sesuai yang dijelaskan oleh (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 
2007:12) objek kajian kriminologi melingkupi : 
a. Perbuatan yang disebutkan sebagai kejahatan 
b. Pelaku kejahatan  
c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan 
maupun terhadap pelakunya. 
 
Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut 
pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-
undang (selanjutnya UU). Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa 
seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan 
(tipe–tipe penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi 
masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan 
pencegahan dan pemberantasan kejahatan. 
Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah 
kejahatan, dimana kejahatan ini adalah gejala sosial, maka kriminologi 
pada dasarnya adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat faktual. Dalam hal 
ini kriminologi merupakan non legal discipline. 
Sutherland (A. S. Alam dan Amir Ilyas, 2010:3) menambahkan 
bahwa dalam mempelajari kriminologi memerlukan bantuan berbagai 
disiplin ilmu pengetahuan. Dengan kata lain kriminologi merupakan disiplin 
ilmu yang bersifat interdisiplin. Berbagai disiplin yang sangat erta 
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kaitannya dengan kriminologi antara lain hukum pidana, hukum acara 
pidana, antropologi fisik, antropologi budaya, psikologi, biologi, ekonomi, 
kimia, statistik, dan banyak lainnya. 
B. Etiologi Kriminal 
Didalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat 
dipergunakan untuk menganalisi permasalahan-permasalahan yang 
berkaitan dengan kejahata.Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha 
untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat 
dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu 
terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya. 
Made Darma Weda (1996:15-20) mengemukakan teori-teori 
kriminlogi tentang kejahatan, sebagai berikut: 
1. Teori klasik 
Teori ini muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan 
tersebar di Eropa dan Amerika.Teori ini berdasarkan psikologi 
hedonistic.Menurut psikologi hedonistic setiap perbuatan manusia 
berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). 
Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, 
perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang 
tidak. 
Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:15) bahwa: 
Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan 
kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dan 
perbuatantersebut.That the act which I do is the act which I think 
will give me most pleasure. 
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Lebih lanjut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:21) 
menyatakan bahwa: 
Semua orang melanggar UU tertentu harus menerima hukuman 
yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya 
miskinnya, posisi social dan keadaan-keadaan lainnya. 
Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga 
melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran UU tersebut. 
 
Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut setiap hukuman yang 
dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai 
kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria 
adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman. 
Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang 
pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan 
sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatiukan pula 
kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa 
terjadinya perbuatan tersebut. 
 
2. Teori Neo Klasik 
Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau 
pembaharuan teori klasik.Dengan demikian teori neo klasik ini tidak 
menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia 
yang berlaku pada waktu itu, doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa 
manusia adalah mahluk yang mempunyai rasio yang berkehendak 
bebas dan karenanya bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan 
dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutan terhadap hukum. 
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Ciri khas teori neo-klasik (Made Darma Weda, 1996:30)b adalah 
sebagai berikut: 
a. Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas. 
Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh: 
1. Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau 
lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk 
memperlakukan kehendak bebasnya. 
2. Premiditasi niat, yang dijadikan ukuran deari kebebasan 
kehendak, tetapi hal ini menyangkutterhadap hal-hal yang 
aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama 
kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih daripada 
resedivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan 
oleh karenanya harus dihukum dengan berat. 
b. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini dapat 
berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan-
keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu. 
c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk 
memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab 
sebagaian saja. Sebab-sebab utama untuk mempertanggung 
jawabkan seseorang untuk sebagian saja adsalah kegilaan, 
kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi 
pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan 
kejahatan. 
d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli didalam acara 
pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk 
menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang 
benar dan yang salah. 
 
Berdasarkan cirri khas teori neo-klasik tampak bahwa teori neo 
klasik menggambarkan dittinggalkannya kekuata yang supra-natural, 
yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing 
terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian teri neo-
klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistic terhadap 
perilaku/tingkah laku manusia. 
Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasi 
oleh kekuatan gaib digantinya de gan gambaran manusia sebagai 
17 
makhluk yang berkehendak sendiri, yang bertindak atas dasar rasio 
dan intelegensia dank arena itu bertanggung jawab atas kelakuanya. 
3. Teori kartografi/Geografi 
teori ini berkembang di Prancis, Inggris, Jerman. Teori ini mulai 
berkembang pada tahun 1830-1880 M. teori ini sering pula disebut 
sebagai ajaran ekologis.Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah 
distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara 
geografis maupun secara social. 
Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-
kondisi social yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul 
disebabkan karena factor dari luar manusia itu sendiri. 
 
4. Teori Sosialis 
Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. para tokoh 
aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari marx dan engels, yang 
lebih menekankan pada determinasi ekonomi. 
Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh 
adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarkat. 
Sajipto Rahardjo (A.S Alam, 2010) berpendapat bahwa, 
kejahatan itu merupakan bayang-bayang manusia maka dari itu makin 
tinggi peradaban manusia makin tinggi pula cara melakukan kejahatan. 
Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka untuk melawan 
kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. 
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Dengan kata lain, kemakmuran, keseimbangan dan keadilan social 
akan mengurangi terjadinya kejahatan. 
 
5. Teori Tipilogis 
Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut 
dengan teori topilogis atau bio-typologis.Keempat aliran tersebut 
mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi.Mereka mepunyai 
asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang 
tidak jahat. Keempat teori tipilogis tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Teori lambroso/mazhab antropologis 
Teori ini dipelopori oleh Casare Lambroso. Menurut 
Lambroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak 
lahir (criminal is born). Selanjutnya ia mengatakan bahwa cirri khas 
seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana 
sangat berbeda dengan manusia lainnya. 
Adapun beberapa proporsi yang dikemukakan oleh 
Lambroso (Made Darma Weda, 1996:16) yaitu: 
1) Penjahata dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda; 
2) Tipe ini biasa dikenal dari beberapa cirri tertentu seperti 
tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, 
hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan 
terhadap rasa sakit; 
3) Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab 
kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian 
yang cenderung mempunyai perilaku criminal; 
4) Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar 
dari melakukan kejehatan kecuali bila lingkungan dan 
kesempatan tidak memungkinkan; 
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5) Pengenut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti 
pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh 
cirri-ciri tertentu. 
 
Aliran Lambroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik 
dalam persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan 
kemudian membantah teori Tarde tentang theoru of imitation (Le 
lois de’I imitation). 
Teori Lambroso ini, dibantah oleh Goring dengan membuat 
penelitian perbandingan.Hasil penelitiannya tersebut, Goring 
meanrik kesimpulan bahwa tidak ada tanda-tanda jasmaniah untuk 
disebut sebagai tipe penajat, demikian pula tidak ada tanda-tanda 
rohaniah untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe. 
Menurut Goring (Made Darma Weda, 1996:18) menyatakan 
bahwa: 
“kuasa kejahatan timbul karena setiap manusia mempunyai 
kelemahan/cacat yang dibawa sejak lahir, kelemahan/cacat 
inilah yang menyebabkan orang tersebut melakukan 
kejahatan”. 
 
Dengan demikian Goring dalam mencari kausa kejahatan 
kembali pada factor psikologis, sedangkan factor lingkungan sangat 
kecil pengaruhnya terhadap kejahatan. 
 
b. Teori Mental Tester 
Teori mental Tester ini muncul setelah runtuhnya teori 
Lambroso.Teori ini dalam metodolonginya menggunakan tes 
mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat. 
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Menurut Goddard (Made Darma Weda, 1996:18) bahwa: 
Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena 
orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, 
dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari 
perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti 
hukum. 
Berdasarkan pendapat tersebut teori ini memandang 
kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan 
penyebab orang melakukan kejahatan. 
 
c. Teori Psikiatrik 
Teori psikiatrik merupakan lanjutan Lombroso dengan 
melihat tanpa adanya perubahan pada cirri-ciri morfologi (yang 
berdasarkan struktur).Teori ini lebih menekankan pada unsure 
psikologi, epilepsy dan moral instanity sebagai sebab-sebab 
kejahatan. 
Teori psikiatrik ini, memberikan arti penting kepada 
kekacauan emosional, yang dianggap timbul dalam interaksi social 
dan bukan pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu dari 
pada kepribadian orang, yang berkembang jauh terpisah dari 
pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat 
tampa mengingat situasi-situasi social. 
 
d. Teori Sosiologis 
Dalam member kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan 
aliran yang sangat bervariasi.Analisi sebab-sebab kejahatan secara 
sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan 
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sosialis.Teori ini menafsirkan kejahatn sebagai fungsi lingkungan 
social (crine as a funcation of social enviromrnt). 
Pokok pangkal ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat 
dihasilkan oleh proses=proses yang sama seperti kelakuan social. 
Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku kejahatantidak 
berbeda dengan tingkah laku lainnya temasuk tingkah laku yang 
baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang 
tersebut meniru keadaan sekelilingnya. 
 
6. Teori Lingkungan 
Teori ini biasanya juga disebut sebgai mazhab Perancis. 
Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi 
oleg factor di sekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, 
ekonomi, social, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan 
pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. 
Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televise, buku-
buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya 
ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. 
Menurut Tarde (Made Darma Weda, 1996:20) bahwa “orang 
menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation, berdasarkan 
pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena 




7. Teori Biososiologis 
Tokoh dari aliran ini adalah A. D. Prins, van Humel, D. Simons 
dan lain-lain. Aliran biososiologis ini sebenarnya merupakan 
perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena 
ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena 
faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga 
karena faktor lingkungan. 
Faktor lingkungan itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh 
sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, 
intelek, temperamen, dan kesehatan.Keadaan lingkungan yang 
mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam 
(geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan 
keadaan polotik suatu Negara misalnya meningkatnya kejahatan 
menjelang pemilihan umum dan mengahadapi siding MPR. 
 
8. Teori NKKPn 
Teori NKKPn ini merupakan teori terbaru yang mencoba 
menjelaskan di dalam masyarakat.Teori ini sering dipergunakan oleh 
aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat. 
Menurut M. Said Karim dalam kuliah kriminologi bahwa rumus 




Keterangan : N = Niat 
K1 = Kesempatan 
Pn = Pelaksanaan niat 
K2 = Kejahatan 
Menurut teori ini dalam Kuliah Kriminologi oleh M. Said Karim pada 
tanggal 21 Juli 2010 bahwa: 
“sebab terjadinya kejahatan karena adanya niat, kesempatan 
dan pelaksanaan niat yang dipadukan. Meskipun ada niat, tetapi 
tidak ada kesempatan dan pelaksanaan niat, mustahil akan 
terjadi kejahatan. Meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada 
niat dan pelaksanaan niat maka kejahatan tidak akan terjadi. 
Meskipun niat ada dan kesempatan sudah terbuka tetapi tidak 




C. Pengertian Delik (Tindak Pidana) 
Pertama-tama dikemukakan arti delik dalam hukum pidana positif, 
delik itu sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau tindak pidana. 
Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan strafbaarfeit yaitu 
perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan UU atau hukum, 
perbuatan mana yang dilakukan dengan kesalahan seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-
undangan yang ada maupun dalam berbagai literature hukum sebagai 
terjemahan dari istilah strafbaar feit antara lain tindak pidana. Dapat 
dikatakan istilah resmi dalam perundang-undangan Pidana kita. Hampr 
seluruh pertauran perundang-undangan menggunakan istilah tindak 
24 
pidana, seperti dalam UU Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, UU 
Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan 
beberapa ketentuan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang 
menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro. Istilah lain untuk 
strafbaar feit adalah peristiwa pidana yang digunakan oleh beberapa ahli 
hukum misalnya R. Tresna, H. J. Van Schravendijk, A. Zainal Abidin Farid. 
Pembentuk UU juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu 
dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Selain istilah-istilah 
diatas, istilah lain yang sering digunakan adalah delik, yang sebenarnya 
berasal dari bahasa latin delictum juga digunakan untuk menggambarkan 
tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit .Istilah ini dapat dijumpai 
dalam berbagai literature yang ditulis oleh beberapa ahli hukum seperti E. 
Utrecht, walaupun beliau juga menggunakan istilah lain yakni peristiwa 
pidana. Begitu juga A. Zainal Abdin Farid, pernah menggunakan istilah 
delik serta Moeljatno juga menggunakan istilah ini, walaupun menurut 
beliau lebih tepat dengan istilah pidana.Begitu juga istilah seperti 
pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam tulisan M. H. Tirtaamidjaja, 
perbuatan yang boleh dihukum, yang digunakan oleh kami, begitu juga 
Schravendijk. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk 
Undang-undanga dalam UU Nomor 12/Drt Tahun 1951 Tentang Senjata 
Api dan Bahan Peledak serta perbuatan pidana, digunakan oleh 
Moelijatno dalam berbagai tulisannya (Adami Chazawi, 2008:68) 
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Terlepas tidak adanya keseragaman istilah mengenai strafbaar feit, 
beberapa pakar mencoba memberikan definisi tentang strafbaar feit 
seperti moelijatno (Adami Chazawi, 2008:71) dengan menggunakan istilah 
perbuatan pidana mendifinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh 
suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang 
berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar. 
R Tresna (Adami Chazawi, 2008:72) menyatakan walaupun sangat 
sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa 
pidana, namun beliau juga menarik suatu definisi yang menyatakan: 
Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian 
perbuatan yang manusia, yang bertentangan dengan undang-
undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap 
perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman. 
 
Simons (Andi Hamzah, 2008:88) merumuskan strafbaar feit 
sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan 
hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang 
yang mampu bertanggungjawab. 
Sedangkan Van Hamel dengan istilah delik merumuskan definisi 
strafbaar feit sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam UU, 
melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan 
kesalahan.Lebih singkat dari rumusan Van Hamel tersebut, Vos 
menyatakan bahwa strafbaar feit ialah suatu kelakuan manusia yang oleh 
peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan 
manusia pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.Dalam 
rumusan Vos ini dapat diketahui bahwa tidak dirinci antara melawan 
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hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Simons Van Hamel, dan Vos, merumuskan 
strafbaar feit secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan 
akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban. Pakar yang lain yaitu 
memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan 
pertanggungjawaban di pihak lain dianggap sebagai aliran dualistis (Andi 
Hamzah, 2008:89) 
Penganut aliran dualistis seperti Roeslan Saleh (Andi Zainal Abidin 
Farid, 2007:230) merumuskan strafbaar feit atau menurut istilah beliau 
perbuatan pidana sebagai berikut: 
Peraturan-peraturan melarang dilakukannya perbuatan 
tertentu.Perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang oleh 
peraturan-peraturan itulah yang dinamakan “perbuatan 
pidana”.Dalam peraturan-peraturan itu ditentukan pula apakah 
akibat dari dilanggarnya larangan.Apakah akibat dari dilakukannya 
perbuatan tersebut, yaitu diancamnya orang yang melakukan 
perbuatan tersebut dengan pidana. 
 
Merujuk kepada rumusan strafbaar feit yang telah dikemukakannya 
Roeslan Saleh kemudian berkesimpulan, bahwa yang dilarang adalah 
perbuatannya, dan yang diancam dengan pidana adalah orang yag 
melakukan perbuatan tersebut. 
Berdasarkan uraian diatas, kita dapat mengemukakan bahwa delik 
(tindak pidana)  adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman kepada 
barangsiapa yang melakukannya.Mulai dari hukuman yang serendah-




D. Tindak Pidana Kesusilaan 
Kata “kesusilaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang 
disusun oleh Departamen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1989. Kata 
“susila” dimuat arti sebagai berikut : 
1. Baik budi bahasanya, beradab, sopan,tertib; 
2. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaan; 
3. Pengetahuan tentang adat. 
Dengan demikian makna dari “kesusilaan” adalah tindakan yang 
berkenaan dengan moral yang terdapat pada setiap diri manusia, makna 
dapatlah disimpulkan bahwa pengertian delik kesusilaan adalah perbuatan 
yang melanggar hukum, dimana perbuatan tersebut menyangkut etika 
yang ada dalam diri manusia yang telah diatur dalam perundang-
undangan. 
Tindak pidana kesusilaan diatur dalam Buku II KUHPidana. Penulis 
akan membahas beberapa jenis delik terhadap kesusilaan, dimana delik 




Penulis akan mengemukakan satu persatu mengenai jenis-jenis 
delik terhadap kesusilaan adalah: 
1. Perzinaan 
Kata “zina” dalam bahasa inggris disebut adultery pada kamus 
besar Bahasa Indonesia, kata zina dibuat artinya sebegai berikut: 
28 
1. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang 
tidak terikat oleh hubungan pernikahan. 
2. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat 
perkawinan dengan seseorang perempuan yang bukan istrinya 
atau seseorang laki-laki yang bukan suaminya. 
Dalam Bahasa Inggris kata adultery diartikan sebagai berikut: 
Voluntary sexual intercourse by a merried by a merried person 
with one who is not his or he spouse. (Terjemahan bebas : 
hubungan seksual sukarela oleh seorang yang telah perkawinan 
dengan orang yang bukan suami/istri) 
KUHPidana merumuskan delik zina pada Pasal 284 yang 
berbunyi sebagai berikut: 
(1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan 
bulan: 
1 a. Laki-laki yang beristri yang melakukan zina padahal diketahui, 
bahwa Pasal 27 KUHPerdata berlaku padanya. 
b. perempuan yang bersuami, yang melakukan zina. 
2 a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahui 
bahwa yang turut bersalah, itu bersuami. 
b. Perempuan yang tidak bersuami, yang turut melakukan 
perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa yang turut bersalah 
sudah beristri dan pasal 27 KUHPerdata berlaku atas. 
(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami/istri yang 
terhina dan dalam hal atas suami/istri berlaku pasal 27 
KUHPerdata jika dalam tempo tiga bulan sesudah pengaduan itu 
ia memasukkan permintaan untuk bercerai atau hal dibebaskan 
daripada kewajiban berdiam serumah oleh karena hal itu juga. 
(3) Bagi pengaduan itu tidak berlaku pasal 72, 73 dan 75 
(4) Pengaduan itu dapat ditarik kembali selama pemerksiaan dalam 
sidang pengadilan belum dimulai. 
(5) Kalau bagi laki-laki/istri itu berlaku Pasal 27 KUHPerdata, maka 
pengaduan itu tiada diindahkan sebelum perkawinan diputuskan 
karena perceraian, atau sebelum keputusan yang membebaskan 




Unsur-unsur tindak pidana zina adalah sebagai berikut : 
a. Pria dan Wanita 
Zina dilakukan secara bersama-sama, tidak dapat dilakukan 
oleh satu orang atau dua orang yang sejenis artinya tidak dapat 
dilakukan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita. 
b. Mengetahui lawan jenisnya terikat perkawinan 
Mengetahui merupakan unsur dolus (sengaja), jika tidak 
mengetahui maka yang bersangkutan tidak dapat dituntut. 
 
c. Melakukan persetubuhan 
Menurut hukum, baru dapat dikatakan persetubuhan, apabila 
anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota 
kemaluan wanita sehingga mengeluarkan air mani. 
d.  Adanya pengaduan 
Pengaduan tidak dapat dilakukan orang lain selain suami/istri 
dari yang berzina itu. Pengaduan dapat diartika secara arti ketidak 
setujuan, jika ada persetubuhan maka tidak dapat dituntut karena 
tdak memenuhi syarat untuk dituntut. 
2. Pemerkosaan 
Pemerkosaan cenderung merupakan aktivitas yang berulang, 
bukan perbuatan yang sekali sudah, dan biasanya direncanakan. 
Menurut Kartini Kartono (1989:253) berdasarkan penyebabnya 
perkosaan dapat dibedakan dalam beberapa tipe : 
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1. Tipe unjuk kekuasaan. Tujuannya adalah menguasai korban 
lewat ancaman. Ancaman biasa diwujudkan dengan 
penggunaan senjata, kekuatan fisik tanpa menimbulkan 
cedera serius, atau sekedar ancaman kosong. 
2. Tipe meneguhkan kekuasaan. Tujuannya adalah 
mengintimidasi dan menaklukkan korban. Disini motivasi 
dibaliknya adalah rasa lemah, tak berdaya, tak mampu atau 
tak memadai. 
3. Tipe marah balas dendam. Tipe ini sangat berbahaya, 
kadang-kadang sampai menimbulkan kematian pada korban. 
Dominan dalam tindak perkosaan tipe ini adalah 
pelampiasan amarah, dendam dan kebenciannya, 
sedangkan unsur kepuasan seksualnya tidak terlalu penting. 
Tujuannya adalah menyalurkan kebencian atau amarah 
terhadap kaum perempuan secara keseluruhan. Motifnya 
adalah membalas dendam atas suatu pengalaman negatif 
yang pernah diterima dari seseorang perempuan masa lalu. 
4. Tipe haus rangsangan atau sering disebut tipe sadis 
patologis pelaku mendapatkan kenikmatan, rangsangan 
seksual bukan dari unsur-unsur seksual dalam tindak 




KUHPidana merumuskan perbuatan perkosaan (rape) pada 
Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut : 
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa seorang wanita bersetubuh dengan diluar 
perkawinan, diancam karena melaukan perkosaan, dengan 
pidana penjara paling lama dua belas tahun. 
 
Unsur-unsur tindak pidana perkosaan adalah sebagai berikut: 
a. Barangsiapa  
 Sebagian pakar berpendapat bahwa “barangsiapa” bukan 
merupaka unsur, hanya memperlihatkan si pelaku (dader) adalah 
manusia. Sebagian pakar lagi berpendapat bahwa “barangsiapa” 
terseebut adalah manusia, tetapi perlu diuraikam manusia siapa 
dan beberapa prang, jadi identitas “barangsiapa” tersebut harus 
jelas. 
b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
 Dengan kekerasan dimaksudkan adalah setiap perbuatan 
yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Pasal 89 
KUHPidana memperluas pengertian kekerasan sehingga 
memingsankan atau melemehkan orang, disamakan dengan 
melakukan kekerasan. Ancaman kekerasan tersebut ditujukan 
terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga 
berbuat lain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan 





 Memaksa berarti diluar kehendak dari wanita tersebut atau 
bertentangan dengan kehendak wanita itu. Pengertian memaksa 
adalah perbuatan memaksa ini haruslah ditafsirkan sebagai suatu 
perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada 
orang lain. 
d. Seseorang wanita bersetubuh dengan dia 
Pengertian bersetubuh menurut M. H. Tirtaatmadja (1996;53) 
berarti : 
Persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan 
perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan 
dan tidak perlu bahwa terjadi pengeluaran mani dalam 
kemaluan si perempuan. 
 
Pengertian bersetubuh pada saat ini adalah penis telah 
penetrasi (masuk) ke dalam vagina. 
e. Di luar perkawinan 
Diluar perkawinan berarti bukan istrinya. Pada unsur in 
sebagian orang khususnya dari organisasi hak asasi manusia 
diminta agar dihapuskan, sehingga tidak terjadi kesewenangan-
wenangan suami terhadap istri dimana seorang suami harus 
menghormati hak asasi istrinya. Dasar hokum mengenai delik 





3. Pencabulan  
Kejahatan kesusilaan dalam hal ini pencabulan berasal dari kata 
“cabul” yang dalam kamus Bahasa Indonesia memuat artinya keji, 
kotor dan tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan) 
KUHPidana merumuskan perbuatan pencabulan terdapat pada 
Pasal 289 KUHPidana berbunyi sebagai berikut: 
 Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman 
kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan 
dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan 
perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara 
selama-lamanya Sembilan tahun. 
 
a. Barangsiapa  
Sebahagian pakar berpendapat bahwa “barangsiapa” bukan 
merupakan unsur, hanya memperlihatkan si pelaku (dader) adalah 
manusia, tetapi  perlu diuraikan lagi manusia siapa dan beberapa 
orang, jadi indentitas “barangsiapa” tersebut harus jelas. 
b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
Dengan kekerasan dimaksudkan yaitu suatu perbuatan yang 
dilakukan dengan kekuatan badan yang berlebihan. Pasal 89 
KUHPidana memperluas pengertian kekerasan sehingga 
memingsangkan atau melemahkan orang, disamakkan dengan 
melakukan kekerasan. Ancaman kekerasan tersebut ditujukan 
terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga 
berbuat lain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan 
dirinya untuk disetubuhi. 
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c. Memaksa  
Perbuatan memaksa ini harus di  tafsirkan sebagai ssuatu 
perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut  
orang lain. 
d. Seseorang 
Merupakan individu yang mempunyai hak asasi yang sama dengan 
yang lainnya dan berhak untuk hidup secara bebas dan 
mendapatkan perlindungan hukum. 
e. Melakukan perbuatan cabul 
Suatu perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain, akibat  
dorongan seksual yang ada pada diri untuk melakukan perbuatan 
cabul yang akan memuaskan nafsu birahinya. 
Perbuatan cabul sebagaimana yang dijelaskan KUHPidana adalah 
dalam lingkaran nafsu birahi kelamin misalnya menurut Hoge Raad 
sebagai berikut : 
Seorang laki-laki merabai badan seseorang anak laki-laki dan 
kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat 
mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan hal 
tersebut untuk memuaskan nafsu birahinya. 
 
Adapun pengertian perbuatan cabul secara umum yaitu perbuatan 
cabul adalah suatu perbuatan yang dinilai melanggar norma-norma 
kesusilaan (kesopanan) dalam lingkungan masyarakat, semuanya itu 
dalam ruang lingkup nafsu birahi kelamin seseorang. 
Jika melihat bentuk pencabulan maka cukup beragam, ada 
beberapa jenis istilah tentang pencabulan adalah : 
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1. Exhibitionism seksual : sengaja memamerkan alat kelamin pada 
anak 
2. Voyeurism : orang dewasa mencium anak dengan bernafsu 
3. Fonding : mengelus/meraba alat kelamin seorang anak 
4. Fellatio : orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak 
mulut. 
Berdasarkan penjelasan tersebut penulis menarik kesimpulan 
mengenai perbuatan cabul yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh 
seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal 
yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi kelamin sehingga 
menimbulkan kepuasan pada dirinya. Dasar hukum yang mengatur 
mengenai perbuatan cabul dalam KUHPidana terdapat dalam Pasal 289, 
290, 292, 293, 294, 295 dan 296. 
 
E. Incest 
Belakangan ini, banyak sekali ditemukan baik di media maupun 
kehidupan nyata, seorang anak menjadi korban kekerasan seksual yang 
dilakukan anggota keluarga sendiri yang lazim disebut incest 
Incest atau inses dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah 
hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang 
dianggap melanggar adat, hukum dan agama. 
Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, incest adalah hubungan 
seksual yang dilakukan oleh pasangan yamg memiliki ikatan keluarga 
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yang kuat, seperti misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu 
dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama keluarga kandung. 
Sedangkan menurut Kartini Kartono(1989:255), incest  adalah 
hubungan seks diantara pria dan wanita di dalam atau diluar ikatan 
perkawinan, dimana mereka terkait dalam hubungan kekerabatan atau 
keturunan yang yang dekat sekali.  
Sofyan S. Willis (1994:27) mengemukakan pengertian incest 
sebagai berikut: 
Hubungan kelamin yang terjadi antara dua orang diluar nikah, 
sedangkan mereka adalah kerabat dekat sekali. 
 
Selanjutnya pendapat incest yang dikemukakan oleh Supratik 
(1995:101) mengatakan bahwa: 
Taraf koitus antara anggota keluarga, misalnya antara kakak lelaki 
dengan adik perempuannya yang dimaksud adalah hubungan 
seksual.Atau antara ayah dengan anak perempuannya, yang 
dilarang oleh adat dan kebudayaan. 
  
Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Incest 
adalah hubungan seksual yang terjadi di antara anggota kerabat dekat, 
biasanya adalah kerabat inti seperti ayah, atau paman.Incest dapat terjadi 
suka sama suka yang kemudian bias terjalin dalam perkawinan dan ada 
yang terjadi secara paksa yang lebih tepat disebut dengan perkosaan. 
Incest digambarkan sebagai kejadian relasi seksual; diantara 
individu yang berkaitan darah, akan tetapi istilah tersebut akhirnya 
dipergunakan secara lebih luas, yaitu untuk menerangkan hubungan 
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seksual ayah dengan anak, antar saudara. Incest  merupakan perbuatan 
terlarang bagi hampir setiap lingkungan budaya. 
Freud (Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005:74) berkesimpulan bahwa 
dasar tabu incest adalah apabila incest  dibenarkan maka akan terjadi 
persaingan, perebutan pasangan dalam lingkungan, antara ayah-ibu-
saudara-saudara. Jelas bahwa persaingan atau perbuatan semacam itu 
akan membawa kehancuran keluarga dan suku bangsa sendiri. 
Kemudian Freud (Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005:74) 
menambahkan bahwa disposisi psikis yang dibawa sejak lahir akan tetap 
efektif apabila mendapat persaingan tertentu daripada proses 
percampuran darah antara individu yang tidak ada kaitan darahnya. Selain 
itu, tidak ada satu generasi pun yang akan mampu mempertahankan 
disposisi psikis yang positif dalam garis keturunan yang sama. Kecuali itu, 
ketakutan kastrasi pada fase phallic menghambat pelampiasan fantasi 
incest. 
Fakta biologis juga memperkuat tabu incest karena kematian, 
retardasi mental, dan kelalaian congenital sangat banyak terjadi sebagai 
akibat incest. Walaupun banyak faktor yang memungkinkan terjadi incest. 
Lustig (Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005:74-75) menyatakan 
terdapat lima kondisi gangguan keluarga yang memungkinkan terjadinya 
incest, yaitu: 
1. Keadaan terjepit, dimana anak perempuan menjadi figure 
perempuan utama yang mengurus keluarga dan rumah tangga 
sebagai pengganti ibu. 
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2. Kesulitan seksual pada orang tua, ayah tidak mampu mengatasi 
dorongan seksualnya. 
3. Ketidakmampuan ayah untuk mencari pasangan seksual di luar 
rumah karena kebutuhan untuk mempertahankan façade 
kestabilan sifat patriachat-nya. 
4. Ketakutan akan perpecahan keluarga yang memungkinkan 
beberapa anggota keluarga untuk lebih memilih desintegrasi 
struktur daripada pecah sama sekali. 
5. Sanksi yang terselubung terhadap ibu yang tidak berpartisipasi 
dalam tuntutan peranan seksual sebagai istri. 
 
Faktor kondisi sosial yang sering memungkinkan pelanggaran 
incest adalah rumah yang sempit dengan penghuni yang berdesakan, 
alkoholisme, isolasi geografis, sehingga sulit mencari hubungan dengan 
anggota keluarga yang lain. 
Sedangkan menurut Kartini Kartono (1989:225) penyebab incest  
adalah antara lain ruangan rumah yang tidak memungkinkan orang tua, 
anak, dan saudara pisah kamar. Sedangkan hubungan incest antara ayah 
dengan anak perempuannya dapat terjadi sehubungan dengan 
keberadaan penyakit mental yang serius pada pihak ayah. 
Kartini kartono (1989:225) menambahkan bahwa incest banyak 
terjadi dikalangan rakyat dari tingkat kalangan sosial-ekonomi yang 
rendah. 
Jenis-jenis incest berdasarkan penyebabnya adalah: 
1. Incest yang terjadi secara tidak sengaja, misalnya kakak-adik 
lelaki perempuan remaja yang tidur sekamar, bias tergoda 
melakukan eksperimentasi seksual sampai terjadi incest. 
2. Incest akibat psikopatologi berat. Jenis ini biasa terjadi antara 
ayah yang alkoholik atau psikopatik dengan anak 
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perempuannya. Penyebabnya adalah kondornya control diri 
akibat alkohol atau psikopati sang ayah. 
3. Incest akibat pedofilia, misalnya seorang lelaki yang haus 
menggauli anak-anak perempuan dibawah umur, termasuk 
anaknya sendiri. 
4. Incest akibat contoh buruk dari ayah. Seorang lelaki menjadi 
senang melakukan incest karena meniru ayahnya melakukan 
perbuatan yang sama dengan kakak atau adik perempuannya. 
5. Incest akibat patologi keluarga dan hubungan perkawinan yang 
tidak harmonis. Seorang suami-ayah yang tertekan akibat sikap 
memusuhi serba mendominasi dari istrinya bias terpojok 
melakukan incest dengan anak perempuannya. 
Secara umum ada dua kategori incest.Pertama parental incest, 
yaitu hubungan antara orang tua dan anak.Kedua Sibling incest, yaitu 
hubungan antara saudara kandung.Kategori incest dapat diperluas lagi 
dengan memasukkan orang-orang lain yang memiliki kekuasaan atas 
anak tersebut, misalnya paman, bibi, kakek, nenek, dan sepupu. 
Bentuk-bentuk incest tidak terbatas hanya dalam bentuk kekerasan 
seksual secara fisik, namun juga psikis dan mental yang mencakup 
rayuan dan iming-iming. Berikut beberapa bentuk kekerasan seksual yang 
termasuk incest: 
1. Ajakan atau rayuan berhubungan seks 
2. Sentuhan atau rabaan seksual 
3. Penunjukan alat kelamin 
40 
4. Penunjukan hubungan seksual 
5. Memaksa melakukan mastrubasi 
6. Meletakkan atau memasukkan benda-benda atau jari tangan ke 
anus atau vagina 
7. Berhubungan seksual (termasuk sodomi) 
8. Mengambil atau menunjukkan foto anak kepada orang lain tanpa 
busana atau ketika berhubungan seksual. 
Semakin maraknya kasus incest memperlihatkan betapa rentannya 
posisi seorang anak untuk menjadi korban kekerasan seksual.Terlebih lagi 
pelakunya adalah orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. 
 
1. Aspek Sosial Dari Tindak Pidana Incest 
Tindak pidanaincest itu terjadi bukan hanya karena ada niat pelaku 
tetapi ada juga adanya kesempatan.Dikatakan bahwa terdapat 
kesempatan disebabkan adalah korban yang sering ditinggal oleh 
keluarganya dan membiarkan pelaku dan korban hanya berdua tinggal 
dirumah dalam keadaan sepi dan juga terdapat rumah yang hanya 
memiliki satu kamar sedangkan penghuni rumah yang banyak maka 
secara otomatis anggota keluarga yang laki-laki bercampur dengan 
anggota keluarga yang perempuan, hal tersebut yang dapat mendorong 
terjadinya perbuatan Incest. 
Tindak pidanaincest kurang banyak dilaporkan sebab korban tidak 
melaporkan kepda keluarganya bahwa terdapat dirinya telah terjadi 
kekerasan seksual, keluarga juga tidak menaruh curiga jika didalam 
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rumah terjadi kekerasan seksual sebab mereka percaya kepada pelaku 
yang merupakan keluarga terdekat korban. 
Tindak pidana kesusilaan dalam hal ini tindak pidanaincest 
merupakan suatu kenyataan sosial dimasyarakat yang akhir-akhir ini 
makin meningkat. Terjadinya tindak pidanaincest dalam masyarakat 
menujukkan terdapat pergeseran bahkan penyimpanngan terhadap nilai-
nilai moral, agama, serta adat yang dipegang teguh oleh masyarakat. 
Pemerkosaan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya 
yang merupakan tindak pidanaincest , menurut Soerjano Soekanto 
(1986:349) yang mempersoalkan pemerkosaan dilihat dari sudut pandang 
sosiologi hukum adalah sebagai berikut : 
Kepincangan-kepincangan mana yang dianggap sebagai problem 
oleh masyarakat tergantung dari system nilai-nilai social 
masyarakat tersebut akan tetapi ada persoalan yang sama yang 
dihadapi oleh masyarakat pada umumnya yaitu pemerkosaan yang 
mempunyai pengaruh besar terhadap moralitas. 
 
Jika penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai moral, 
agama, serta adat yang dipegang teguh oleh masyarakat atau tindak 
pidanaincest dibiarkan oleh masyarakat dimana yang semula dianggap 
immoral jika berlangsung terus-menerus maka masyarakat nantinya akan 
masa bodoh, serta bersikap acuh tak acuh, oleh sebab itu masyarakat dan 
penegak hukum bekerjasama dalam upaya pencegahan, pengendalian 








1. Pengertian Anak 
Secara umum peraturan perundang-undangan di berbagai 
Negara terutama pada pendekatan usia tidak ada keseragaman 
perumusan tentang anak. Kaitannya dengan itu maka Suryana Hamid 
(2004:21) menguraikan bahwa di amerika, batas umur anak delapan 
sampai delapan belas tahun. Di Australia disebut anak apabila 
berumur minimal 18 tahun dengan maksimal 16 tahun, di Inggris batas 
umur anak 12 tahun dan maksimal 16 tahun sedangkan di Belanda 
yang disebut anak adalah apabila berumur antara 12 sampai 18 tahun, 
demikian juga Srilangka, Jepang, Korea, Filipina, Malaysia dan 
Singapura. 
Selanjutnya Task Force on Juvenile Delinquency Prevention  
menentukan bahwa batas umur anak yang bisa dipertanggung 
jawabkan menurut hukum pidana adalah berumur 10 sampai 18 tahun. 
Resolusi PBB Nomor 40/33 tentang Stnadar Minimum Rule for the 
Administration of juvenile Justice,  menentukan batas umur anak 
sampai 18 tahun. 
Sedangkan bila bertitik tolak dari laporan penelitian Katayen H 
Cama (Lilik Mulyadi, 2005:16-17) batas umur minimal bervariasi dari 
umur 7-15 tahun. Hal ini dipertegas dengan redaksional sebagai 
berikut: 
Bahwa dalam tahun 1953 berdasarkan laporan Katayen H. 
Cama, hakim pengadilan Anak Bombay, India yang mengadakan 
research untuk dapertamen Sosial dari Perserikatan Bangsa-bangsa 
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atas permintaan Social Commison dari  Economic and Social Council 
menyatakan, bahwa: 
- Di Bima, Ceylon dan Pakistan, seorang anak dibawah usia 7 
tahun dianggap tidak melakukan kejahatan; 
- Di Jepang, tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh 
kurang dari 14 tahun tidak dapat dihukum; 
- Di Filipina, anak-anak dibawah 9 tahun tidak dapat 
dipertanggung jawabkan secara criminal; 
- Di Bima Ceylon dan Pakistan, seorang anak diantara umur 7 
tahun dan dibawah 12 tahun dan Filipna seorang anak di antara 
umur 9 tahun dan dibawah 15 tahun tidak dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, 
apabila ia pada waktu melakukannya belum dapat menghayati 
bahwa apa yang dilakukannya adalah salah. 
 
Sedangkan untuk batasan umur maksimun 18 tahun dirasakan 
cukup representatife dengan kebanyakan hukum positif Indonesia (UU 
1/1974, UU 12/1995, UU 3/1997) serta juga identik pada ketentuan 
umur din 27 negara bagian Amerika Serikat, kemudian Negara 
Kamboja, Taiwan, Iran serta sesuai dengan ketentuan pasal 1 
Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak) 
dari sidang majelis umum PBB yang diterima tanggal 20 November 
1989 dan Indonesia disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 
36 Tahun 1990 (LNRI Tahun 1990 Nomor 57) tanggal 25 Agustus 
1990. 
Berbagai batas umur sepertia diuraikan diatas, Nampak ada 
kesamaan anatara Negara-negara yakni disebut anak apabila batas 
minimal berumur 7 tahun dan batas maksimal 18 tahun, walaupun 
demikian ada juga Negara yang mematok usia anak terendah6 tahun 
dengan tertinggi 20 tahun, seperti Iran dan Srilangka. Perbedaan ini 
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dapat saja terjadi karena adanya perbedaan pandangan yang 
disebabkan oleh kondisi sosial budaya masyarakat dari Negara 
tersebut. 
Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan 
yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 4 
tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak dan 
Berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak. 
Menurut Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1997 adalah sebagai berikut: 
Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah 
mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 
18(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal 
adalah: a. Anak yang melakukan tindak pidana, b. Anak yang 
melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak baik menurut 
peraturan perundang-undangan maupun menurut perauran 
hukumlain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang 
bersangkutan. 
 
Namun putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 Mahkamah konstitsusi 
menghapus pasal diatas, tentang batas usia anak yang dapat 
dipenjara. Dimana anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal 
telah mencapai umur 8 (delapan) tahuntetapi belum mencapai umur 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Oleh karenanya, 
Mahkamah berpendapat bahwa meskipun Pasal a quo tidak 
dimintakan pengujiannya oleh para Pemohon, namun Pasal a quo 
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merupakan jiwa atau ruh dari Undang-Undang Pengadilan Anak, 
terutama Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU pengadilan Anak, 
sehingga batas umur minimum juga harus disesuaikan agar tidak 
bertentangan dengan UUD 1945, yakni 12 (dua belas) tahun. 
Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: 
Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan 
belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. 
 
Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang  
Perlindungan Anak dirumuskan sebagai berikut: ”Anak adalah yang 
belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”. 
Dengan demikan apabila ditinjau dari berbagai pengertian di 
atas, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang 
belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk dalam 
kandungan. 
 
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak 
Walaupun terdapat kendala dalam penegakan hukum terhadap 
anak, namun upaya untuk melakukan perlindungan terhadap anak 
tetap dilakukan, berkaitan dengan itu, Arif Gosita (Wagiati Soetodjo, 
2005) mengatakan bahwa: 
“perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi 
dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan 
kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan 
perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.Dengan 
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demikian maka perlindungan anak anak hatus diusahakan 
dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara”. 
 
Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembanguanan 
nasional. Perlindungan anak dalam suatu masyarakat, bangsa, dan 
negara merupakan tolak ukur peradaban manusia, jadi demi 
perkembangan manusia seutuhnya, maka kita wajib mengusahakan 
perlindungan anak sesuai demi kepentingan masa depan bangsa dan 
Negara. 
Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: 
(1) perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: 
perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum 
keperdataan. (2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: 
perlindungan dalam bidang social, bidang kesehatan, dan bidang 
pendidikan. 
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak 
menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk 
menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, 
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasaan dan diskriminasi.  
Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang asas dan 
tujuan perlindungan anak yakni pasal 2 dan pasal 3, sebagai berikut: 
Pasal 2:penyelenggara perlindungan anak berasaskan 
Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-
prinsip dasar konvensi hak anak meliputi: 
1. Non diskriminasi 
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak 
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan 
perkembangan 
4. Penghargaan terhadap anak. 
Pasal 3:perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin 
terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai 
dengan harkat martabat manusia, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi 
terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, 
berakhlak, mulia dan sejahtera. 
Pasal 2 huruf c Undang-Undang tentang Perlindungan Anak 
menegaskan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan 
perkembangan merupakan hak asasi yang paling mendasar 
bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintrah, keluarga, 
orang tua, sekaligus merupakan hak setiap manusia yang paling 
asasi. 
 
Arif Gosita(Wagiati Soetodjo, 2005) berpendapat bahwa 
perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat 
melaksanakan hak dan kewajibannya. 
Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut 
langsung pengaturan dalam peraturan perundangan-undangan 
.kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya 
perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas 
pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan 
dependet, disamping karena adanya golongan anak-anak yang 
mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, 
baik rohani, jasmani maupun social. 
Maidin Gultom(Wagiati Soetojo, 2005) berpendapat bahwa 
perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta 
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pemerintah, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu 
diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan 
perlindungan anak secara keseluruhan. 
Sehubung dengan hal itu, Abdul Hakim Garuda 
Nusantara(Wagiati Soetodjo, 2005) mengatakan: 
“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu 
sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak 
Indonesia.Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara 
yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, social, 
dan budaya”. 
 
Arif Gosita(Wagiati Soetodjo, 2005) perlindungan anak 
berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, 
yaitu: 
1. Luas lingkup perlindungan: 
a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, 
pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum 
b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah. 
c. Mengenai hal penggolongan keperluan yang primer dan 
sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya. 
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan: 
a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada 
jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, 
yang dapat diketahui dirasakan oleh pihak-pihak yang 
terlibat dalam kegiatan perlindungan. 
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b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan 
tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan 
daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat 
dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata 
dalam masyarakat. 
c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di 
Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang 
dilakukan di Negara lain, yang patut dipertimbangkan dan 
ditiru (peniru yang kritis). 
Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, orang tua, 
keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-
Undang Perlindungan Anak menentukan: 
“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua 
berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap 
penyelenggaraan perlindungan anak.” 
 
Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap 
anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai 
macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu.Setiap  warga Negara 
ikut bertanggungjawab terhadap dilaksananya perlindungan anak demi 
kesejahteraan anak.  
Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam 
usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan 
Anak yaitu: 
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a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa 
membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis 
kelamin,etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, 
urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental 
(Pasal 21); 
b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22) 
c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan 
anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, 
wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab 
terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan 
perlindungan anak (Pasal 23) 
d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam 
menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat 
kecerdasan anak (Pasal 24) 
Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap 
perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat 
dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25 Undang-Undang 
Perlindungan Anak). 
Kewajiban tanggungjawab keluarga dan orang tua dalam usaha 
perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 
Perlindungan Anak, yaitu: 
a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 
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b. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 
minatnya; 
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 
 
Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam 
hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau 
karena suatu sebab, tidak dapat dilaksanakan kewajiban dan 
tanggungjawabnya, maka kewajibannya dan bertanggungjawab 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, 
yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Arif Gosita(Wagiati Soetodjo, 2005) mengatakan bahwa hukum 
perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang 
menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan 
kewajibannya. 
Sedangkan menurut Bisma Siregar (Wagiati Soetodjo, 2005) 
bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-
hak anak yang diatur dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum 
(yuridis) anak belum dibebani kewajiban. 
Selanjutnya Bisma Siregar(Wagiati Soetodjo, 2005) 
menambahkan bahwa: 
Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah 
satu sissi pendekatan untuk melindungi anak-anak 
Indonesia.Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara 
yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, 
social, dan budaya. 
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Arif Gosita (Wagiati Soetodjo, 2005) memberikan beberapa 
rumusan tentang hukum perlindungan anak sebagai berikut: 
1. Hukum perlindungan anak adalah suatu permasalahan 
manusia yang merupakan suatu kenyataan social, hukum 
perlindungan anak itu beraspek mental, fisik, dan social 
(hukum). Ini berarti, pemahaman dan penerapannya secara 
integrative; 
2. Hukum perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi antar 
pihak-pihak tertentu, akibat ada suatu interralasi antara 
fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Perlu diteliti, 
dipahami, dan dihayati yang terlibat pada eksistensi hukum 
perlindungan anak tersebut; 
3. Hukum perlindungan anak merupakan suatu tindakan 
individu yang dipengaruhi unsure-unsur social tertentu atau 
masyarakat tertentu, seperti : kepentingan (dapat menjadi 
motivasi), lembaga-lembaga social (keluarga, sekolah, 
pesantren, dan sebagainya); 
4. Hukum perlindungan anak dapat menimbulkan 
permasalahan hukum (yuridis) yang mempunyai akibat 
hukum, yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan 
berdasarkan hukum; 
5. Hukum perlindungan anak tidak dapat melindungi anak, 
karena hukumnya merupakan suatu alat atau sarana yang 
dapat dipakai sebagai dasar atau pedoman orang yang 
melindungi anak.  
6. Hukum perlindungan anak ada dalam berbagai bidang 
hukum, karena kepentingan anak ada dalam berbagai 
bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan 
berbangsa. 
 
Memperhatikan berbagai dokumen dan pertemuan nasional, 
dapat dilihat bahwa kebutuhan terdapat perlunya perlindungan hukum 
terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain: 
a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak; 
b. Perlindungan anak dalam proses peradilan; 
c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan 
keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial); 
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d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan 
perampasan kemerdekaan; 
e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksplotasi 
(perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi), 
perdagangan/penyalagunaan  obat-obatan, memperalat 
anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya; 
f. Perlindungan anak-anak jalanan; 
g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik 
bersenjata; 
h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan. 
Dari penjelasan diatas bahwa Perlindungan terhadap anak 
merupakan kewajiban dari setiap unsur mulai dari orang tua, 
masyarakat dan Negara.Ini sudah jelas terlihat pada Undang-Undang 
Perlindungan Anak. 
 
3. Anak sebagai korban tindak pidana 
Dalam Undang-UndangPerlindungan Anak pada Pasal 1 
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah 
segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya 
agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan perpartisipasi serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
Adapun dalam Undang-UndangPerlindungan Anak yang 
mengatur tentang ketentuan pidananya, yakni Pasal 77, Pasal 78, 
Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, 





Dalam penulisan skiripsi ini penulis melakukan penelitian untuk 
memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi 
ang diperlukan.Data yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang 
relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi 
sebagai sistem tulisan ilmiah yang proporsional. 
 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dilaksanakan di Takalar sebagai lokasi 
penelitiannya, tepatnya pada  Kepolisian Resor Takalar, dan Lembaga 
Permasyarakatan KLAS II B Takalar. Dengan pertimbangan bahwa lokasi 
tersebut penulis dapat memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun 
serta menyelesaikan skripsi ini. 
 
B. Jenis dan sumber data 
Jenis dan sumber data yang terhimpun dari hasil penelitian ini 
diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, digolongkan ke 
dalam 2 jenis data, yaitu : 
1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui 
penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara 
atau interview kepada para para pelaku tindak pidana incest 
(terpidana), serta lainnya yang relevan dengan pokok 
permasalahan. 
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2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 
penulis melalui penelusuran literatur atau kepustakaan, peraturan 
perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, arsip-arsip 
yang berhubungan dengan pokok materi pembahasan. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah 
melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan literatur yang 
berhubungan dengan pemasalahan yang dibahas, serta studi wawancara 
langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten guna memperoleh 
keterangan data tentang subjek dan objek yang diteliti. 
 
D. Teknik Analisis Data  
Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder 
dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif 
yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 









HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
a. Faktor-Faktor  Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana 
Incest dengan Korban Anak 
Sebelum membahas jauh tentang faktor yang menyebabkan tindak 
pidana incest dengan korban anak, maka terlebih dahulu penulis akan 
memaparkan data mengenai tindak pidana incest yang terjadi di 
Kabupaten Takalar yang diperoleh dengan jalan penelitian langsung ke 
lapangan.  
Guna memperoleh data, penulis melakukan penelitian di Polres 
Takalar dan di Lembaga Permasyarakatan KLAS II B Takalar. Dari data 
yang diperoleh penulis dapat mengetahui faktor-faktor penyebab 
terjadinya tindak pidana incest dan upaya-upaya yang dilakukan untuk 
menanggulanginya. 
Dari penelitian yang dilakukan di Polres Takalar , penulis 
mendapatkan data mengenai tindak pidana incest yang terjadi di wilayah 
hukum Polres Takalar dalam kurun waktu 2005-2011.yang dimana dalam 
kurun waktu tersebut, tindak pidana incest ada kalanya meningkat dan 





Data Mengenai Tindak Pidana Kesusilaan dan Tindak Pidana 
Incest  di Polres Takalar Tahun 2005-2011 




1 2005 9 - 
2 2006 12 1 
3 2007 14 - 
4 2008 8 - 
5 2009 5 - 
6 2010 6 1 
7 2011 6 3 
Total 60 5 
Sumber: Polres Takalar Tahun 2012 
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tindak pidana incest yang 
terjadi di wilayah hukum Polres Takalar terdapat 5 (lima) kasus, dimana 
terjadi pada tahun 2006 terdapat 1 (satu) kasus, dan di tahun 2010 
terdapat 1 (satu) kasus, sedangkan pada tahun 2011 terdapat 3 (tiga) 
kasus. Dari data diatas telah terjadi pasang surut dalam hal  terjadinya 
tindak pidana incest . 
 Dengan melihat data diatas dimana jumlah delik kesusilaan yang 
terjadi yang bukan hubungan sedarah yang dilaporkan kepada pihak yang 
berwajib jumlahnya cukup banyak dibandingkan kasus incest. Adapun 
hasil wawancara dengan Kanit Reserse Galesong, Aiptu Saifuddin 
Supardi, S.H pada hari Jum’at tanggal 13 Januari 2012 mengatakan 
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bahwa kurangnya laporan mengenai tindak pidana incest  dipengaruhi 
oleh faktor-faktor berikut: 
a. Pihak korban masih anak sehingga tidak tahu akan berbuat apa 
b. Pihak korban mendapat ancaman dari pelaku bila memberitahukan 
apa yang terjadi pada dirinya kepada orang lain 
c. Pihak korban merasa malu 
d. Pihak keluarga merasa malu sebab merupakan aib  keluarga  
e. Pihak korban dan keluarga takut akan hukuman sosial dari 
masyarakat setempat. 
Selain mengetahui jumlah tindak pidana incest yang telah ditangani 
di wilayah hukum Polres Takalar, juga tertera jenis-jenisnya yang dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini: 
Tabel 2 
Data Mengenai Jenis-jenis Tindak Pidana Incest 
No Jenis Incest Jumlah 
1 Pemerkosaan 3 
2 Pencabulan 2 
3 Perzinahan - 
Total 5 
Sumber : Polres Takalar 
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Tabel di atas menunjukkan jenis jenis tindak pidana incest yang 
terjadi di daerah Takalar, dimana Kasus pemerkosaan yang terbanyak 
yaitu 3 (tiga) kasus sedangkan kasus pencabulan hanya terdapat 2 (dua) 
kasus. 
Adapun rata-rata umur pelaku tindak pidana incest dari data yang 
diperoleh di Lembaga Permasyarakatan KLAS II B Takalar adalah yang 
tertera pada table di bawah ini: 
Tabel 3 
Data Mengenai Rata-rata Umur Pelaku Tindak Pidana Incest 
NO Umur Pelaku 
1 30-40 Tahun 1 
2 41-50 Tahun 1 
3 51-60 Tahun 3 
4 61-70 Tahun - 
Total 5 
Sumber : Lembaga Permasyarakatan KLAS II B 
Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 
bahwa terdapat 1 (satu) pelaku yang berumur diantara 30-40 tahun  yang 
berumur 40 tahun, dan pada kisaran umur 41-50 tahun terdapat 1 (satu) 
pelaku yang berumur 45 tahun sedangkan pada kisaran umur 51-60 
terdapat 3 (tiga) pelaku yang masing-masing berumur 55 tahun dan 2 
(dua) pelaku berumur 60 tahun. 
Dari data di atas dapat diketahui bahwa sebagian dari pelaku tindak 
pidana incest adalah pelaku lanjut usia. Dan data mengenai tingkat 
pendidikan pelaku incest  dapat dilihat pada table di bawah ini : 
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Tabel 4 
Data Mengenai Pendidikan Pelaku Tindak Pidana Incest 
No Pendidikan Jumlah 
1 Tidak Ada Pendidikan 3 
2 S.D/ S.R 1 
3 SMP 1 
Total 5 
Sumber :Lembaga Permasyarakatan KLAS II B 
Sesuai dengan tabel tersebut dapat diketahui tingkat pendidikan 
pelaku tindak pidana incest dimana terdapat 1 (satu) pelaku yang 
menyelesaikan pendidikannya sampai di tingkat Sekolah Menengah 
Pertama dan terdapat juga 1 (satu) pelaku yang berpendidikan Sekolah 
Dasar atau Sekolah Rakyat serta terdapat 3 (tiga) pelaku yang tidak 
pernah ataupun tidak menyelesaikan bangku sekolah atau tidak 
berpendidikan. 
Tingkat pendidikan pelaku berkaitan erat dengan pekerjaan pelaku 
yang datanya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 5 
Data Mengenai Pekerjaan Pelaku Tindak Pidana Incest 
No Pekerjaan Jumlah 
1 Petani 1 
2 Wirausaha 1 
3 Tidak Ada Pekerjaan 3 
Total 5 
Sumber :Lembaga Permasyarakatan KLAS II B 
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Dari data di atas tersebut dapat dilihat bahwa pelaku tindak pidana 
incest yang tidak memiliki pekerjaan sebanyak 3 (tiga) orang, dan terdapat 
1 (satu) pelaku memiliki pekerjaan sebagai wirausaha sedangkan yang 
mempunyai pekerjaan sebagai petani yaitu 1 (satu) orang. 
Dari beberapa data diatas dapat diketahui umur, pendidikan dan 
pekerjaan pelaku tindak pidana incest, selanjutnya akan dipaparkan 
klasifikasi umur korban yang dapat dilihat pada tabel yang tertera di 
bawah ini: 
Tabel 6 
Data Mengenai Rata-rata Umur Korban Tindak Pidana Incest 
No Umur Korban 
1 1-5 Tahun - 
2 6-10 Tahun 2 
3 11-18 Tahun 3 
Total 5 
Sumber :Polres Takalar 
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa usia korban tindak 
pidana incest terdapat 3 (tiga) orang anak yang berusia diantara 11-18 
tahun, dan pada kisaran rata-rata umur 6-10 tahun terdapat 2 (dua) 
korban anak, sedangkan pada kisaran 1-5 tahun tidak terdapat anak yang 
menjadi korban tindak pidana incest . Melihat usia rata-rata korban tindak 
pidana incest yang masih sangat anak-anak dan melihat usia tersebut 
maka merupakan hal yang sangat memprihatikan sebab sangat 
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menpengaruhi kondisi psikologis anak dimana anak menjadi trauma, malu 
bergaul, stress dan merasa rendah diri. 
Selanjutkan akan di paparkan  mengenai hubungan pelaku dengan 
korban yang datanya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 6 
Data Mengenai Hubungan Pelaku dengan Korban (Pertalian 
Kekeluargaan) 
No Hubungan Kekeluargaan Jumlah 
1 Ayah 3 
2 Kakek 1 
3 Paman 1 
4 Saudara - 
Total 5 
Sumber :Polres Takalar dan Lembaga Permasyarakayan KLAS II B 
Dengan melihat tabel di atas mennunjukkan bahwa hubungan 
pertalian kekeluargaan antara pelaku dengan korban diperoleh sebanyak 
3 (tiga) kasus yang dilakukan oleh ayah dan anaknya, ada 1 (kasus) 
hubungan antara paman dengan keponakannya dan 1 (satu) kasus 
lainnya hubungan antara kakek dan cucunya. 
Hal di atas menunjukkan bahwa posisi orang tua di dalam keluarga 
memiliki posisi yang lebih tinggi dan anak di posisi lebih rendah sehingga 
orang tua dapat mengaturnya. Hal inilah yang membuat anak cenderung 
menuruti orang tua, sehingga jika terjadi penyalahgunan kekuasaan yang 
dilakukan orang tua maka anak akan menjadi korban kekerasan seksual. 
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Tindak pidana mengenai hubungan seksual yang terjadi antara 
anggota kelaurga dalam rumah baik antara kakak dan adik, ayah terhadap 
putrinya, paman terhadap keponakan dan juga kakek terhadap cucunya. 
Kasus seperti ini jumlahnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan 
tindak pidana kesusilaan yang bukan hubungan sedarah. 
Menurut hasil penelitian di Polres Takalar dan wawancara yang 
dilakukan terhadap para pelaku tindak pidana incest yang berada di 
Lembaga Permasyarakatan KLAS IIB, maka penulis akan memaparkan 
faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana incest adalah 
sebagai berikut: 
1. Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi 
Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang 
dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang 
bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan 
tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Salah satu delik yang 
berhubungan karena pelakunya memiliki pendidikan formal yang 
rendah adalah tindak pidana kesusilaan terutama incest yang 
terjadi di Kabupaten Takalar. 
Dilihat dari data yang diperoleh  dari 5 pelaku tindak pidana 
incest pada anak di Kabupaten Takalar, bahwa pada umumnya 
mempunyai pendidikan yang rendah, bahkan ada 3 pelaku yang 
tidak merasakan bangku sekolah, dan pendidikan yang paling tinggi 
hanya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama. Karena memiliki 
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tingkat pendidikan yang rendah para pelaku tidak berpikir bahwa 
dengan melakukan perbuatan tersebut dapat merusak keluarga 
dari pelaku tersebut dan watak anak yang menjadi korban.Karena 
pendidikan yang rendah maka berhubungan dengan taraf ekonomi, 
dimana ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang 
melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum. 
Menurut Aristoteles (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2001:11) 
bahwa :  
“kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan, 
kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa 
yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemawahan” 
 
Lebih lanjut Thomas Aquino (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 
2001:11) mengemukakan bahwa: 
Pengaruh kemiskinan atas kejehatan yaitu orang kaya yang 
hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan 
kekayaanya, jika suatu kali jatuh miskin, maka mudah 
menjadi pencuri. 
 
Dari pendapat para ahli di atas dilihat bahwa faktor ekonomi 
juga ikut berpengaruh terjadinya kejahatan termasuk tindak pidana 
incest, dimana dari data yang diperoleh dari penelitian bahwa 
terdapat 3 pelaku yang tidak mempunyai pekerjaan dan lainnya 
bekerja sebagai petani  dan wirausaha. Jadi, dapat disimpulkan 
bahwa faktor pendidikan yang rendah dan ekonomi  mempengaruhi 
keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensinya sehingga 
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mereka dapat melakukan kejahatan dalam hal ini tindak pidana 
incest pada anak di Kabupaten Takalar. 
2. Faktor lingkungan atau Tempat tinggal 
Kejahatan asusila adalah merupakan tindak manusia 
terhadap manusia lainnya didalam masyarakat. Oleh karena itu 
manusia adalah anggota dari masyarakat, maka kejahatan asusila 
tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan 
sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam 
membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi 
seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. 
Dari hasil penelitian penulis, bahwa bukan hanya pengaruh 
faktor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya 
kejehatan tetapi faktor tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi 
kejahatan seperti tindak pidana asusila terutama tindak pidana 
incest , dimana rumah hanya memiiki 1 kamar sehingga untuk tidur 
biasanya akan bersama orang tua dengan anaknya, ini sesuai 
dengan hasil wawancara dengan Haris Naba bin Rappung (pelaku 
tindak pidana incest).  
3. Faktor alkohol 
Kasus incest juga terjadi karena adanya stimulasi 
diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang dibawah 
pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan 
hilangnya dengan sekonyong-konyong daya menahan diri dari si 
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peminum. Diluar beberapa hal yang terjadi, dimana si peminum 
justru untuk menimbulkan kehilangan daya menahan diri, bahwa 
alcohol jika dipergunakan akan membahayakan manusia pertama 
jiwanya paling lemah. Begitu seseorang yang mempunyai 
gangguan-gangguan dalam seksualitasnya, dimana minuman 
alkohol melampui batas yang menyebabkan dirinya tak dapat 
menahan nafsunya lagi, dan akan mencari kepuasan seksualnya, 
bahkan dengan memperkosa anaknya sendiri atau keluarganya. 
Adapun wawancara yang dilakukan dengan Jumanai Daeng 
Rate (pelaku tindak pidana incest) bahwa si pelaku setelah minum 
alkohol (ballo) yang cukup banyak, dia pun pulang kerumahnya dan 
melihat anaknya yang sedang menyapu halaman dan langsung 
menyeret ke kamar dan langsung memperkosanya, dan menurut 
pengakuannya setiap setelah mengkomsumsi alkohol , dia merasa 
hawa nafsunya tidak dapat dia tahan. 
4. Faktor kurangnya pemahaman terhadap agama 
Penyebab terjadinya suatu kejahatan ditentukan pada 
persoalan keharmonisan, agama atau hubungan antara manusia 
dengan tuhan. Menurut teori ini semakin jauh hubungan seseorang 
dengan tuhannya melalui perantara agama yang dianutnya maka 
semakin dekat pula maksud seseorang untuk melakukan kejahatan. 
Jika seseorang tidak memahami betul agamanya, akan 
menyebabkan imannya menjadi lemah. Kalau sudah demikian 
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keadaannya, maka seseorang mudah sekali untuk melakukan hal 
yang buruk. 
Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa salah satu 
penyebab terjadinya tindak pidana incest terhadap anak di 
Kabupaten Takalar karena kurangnya pemahaman pelaku terhadap 
agama. Mereka mengaku beragam islam akan tetapi jarang 
melaksanakan shalat lima waktu, puasa dan lain-lain. Mereka 
beralasan karena jarak rumah dan rumah ibadah yang cukup jauh. 
Karena kurangnya pemahaman mereka terhadap agama maka 
anak mengakibatkan dia tidak mampu membedakan mana yang 
baik dan buruk, serta mana yang halal dan haram, jadi kurangnya 
pemahaman seseorang terhadap agama akan mengakibatkan 
control sosialnya tidak kuat sehingga mudah melakukan kejahatan. 
5. Peranan Korban 
Peranan korban atau sikap korban sangat menentukan 
seseorang untuk melakukan kejahatan terhadapnya termasuk 
kejahatan asusila. Sebagaimana dikemukakan oleh Von Henting 
(Ninik Widiyanti dan Julius Waskita, 1987:133) bahwa “ternyata 
korbanlah yang kerap kali merangsang seseorang untuk melakukan 
kejahatan dan membuat orang menjadi penjahat” 
Pada hasil wawancara dengan Pulling Daeng Kalu (pelaku 
tindak pidana incest) bahwa si korban masuk kedalam kamar mandi 
disaat sipelaku sedang buang air kecil dan si korban memakai 
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pakaian yang kurang sopan, sehingga muncul keinginan si pelaku 
untuk mencabuli si korban.Jadi, pada dasarnya dapat dikatakan 
bahwa korban adalah pihak yang dapat membuat orang menjadi 
penjahat dan melakukan kejahatan. 
 
B. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Incest dengan 
Korban Anak 
Setelah memaparkan faktor-faktor penyebab terjadi kejahatan 
incest dengan korban anak, penulis mencoba untuk memaparkan upaya-
upaya apa saja yang dapat dilakukan guna menanggulangi kejahatan ini. 
Usaha penanggulangan suatu kejahatan, apakah itu menyangkut 
kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan hukum 
Negara., tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena hampir tidak 
mungkin dmenghilangkannya. Tindak kejahatan atau kriminalitas akan 
tetap ada selama manusia masih ada dipermukaan bumi ini, kriminaitas 
akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan 
amatlah kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat itu banyak 
variasinya serta sesuai pula dengan perkembangan yang semakin 
canggih dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan berpengaruh 
terhadap meningkatnya tindak pidana incest , dimana semakin meuasnya 
informasi melalui media elektronik maupun media cetak dari seluruh 
belahan dunia yang tidak melalui tahap penyaringan terhadap adegan-
adegan yang berbau negatif. 
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Dampak yang ditimbulkan akibat dari tayangan yang berbau 
pornografi mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang 
berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan antara lain pencabulan, 
perkosaan dan perzinahan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya 
menanggulanginya baik secara jalur hukum atau tindakan represif dan 
secara jalur non hukum atau tindaka preventif 
Berikut penulis akan menguraikan siapa saja yang bertanggung 
jawab untuk menanggulangi tindak pidana kesusilaan terutama tindak 
pidana incest dan apa saja upaya yang harus dilakukan 
1. Tindakan preventif 
a. Individu 
Yang harus dilakukan oleh setiap individu adalah berusaha 
untuk terus mencoba agar tidak menjadi korban kejahatannya 
khususnya incest , salah satunya adalah tidak memberikan 
kesempatan atau ruang kepada setiap orang atau setiap pelaku 
untuk melakukan kejahatan. Salah satunya yaitu dengan jalan : 
 Menghindari pakaian yang dapat menimbulkan 
rangsangan seksual terhadap lawan jenis. 
 Tidak tidur bersama dengan anggota keluarga yang 
berlainan jenis yang telah dewasa 
b. Masyarakat  
Kehidupan masyarakat adalah suatu komunitas manusia 
yang memiliki watak yang berbeda-beda satu sama lainnya, 
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sehingga kehidupan masyarakat merupakan salah satu hal yang 
penting dimana menentukan dapat atau tidaknya suatu 
kejahatan dilakukan. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu 
adanya poa hidup yang aman dan tentram sehingga tidak  
terdapat ruang atau untuk terjadinya kejahatan, khususnya 
kejahatan dibidang asusila terutama incest terhadap anak. 
Pencegahan terhadap kejahatan asusia yang merupaka 
suatu usaha bersama yang harus dimulai sedini mungkin pada 
setiap anggota masyarakat. Upaya yang dilakukan agar 
mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan yaitu 
menciptakan suasana yang tidak menyimpang dengan tata nilai 
yang dianut oleh masyarakat. Adapun usaha-usaha yang 
dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu dengan jalan 
mengadakan acara silaturahi antara anggota masyarakat yang 
diisi dengan ceramah-ceramah yang dibawakan oleh tokoh 
masyarakat dilingkungan tempat tinggal. 
c. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah 
Dalam usaha penanggulangan kejahatan, pemerintah juga 
tidak lepas dari hal ini, menginggat pemerintah merupakan 
perpanjangan tangan dari Negara maka pemerintah mempunyai 
kekuasaan dan wewenang yang lebih tinggi dari masyarakat 
dan bertanggungjawab atas kehidupan berbangsa dan 
bernegara yang aman dan tentram. 
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Banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai 
upaya penanggulangan kejahatan asusila terutama incest , 
diantaranya : 
 Mengadakan penyuluhan hukum. 
Upaya penyuluhan hukum sangatlah penting dilakukan, 
mengingat bahwa pada umumnya pelaku kejahatan, 
khususnya tindak pidana incest adalah tingkat kesadaran 
hukumnya masih relative rendah, sehingga dengan 
adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan mereka 
dapat memahami dan menyadari, bahwa tindak pidana 
incest itu merupakan perbuatan melanggar hukum serta 
merugikan masyarakat, yang diancam dengan Undang-
undang. 
 Mengadakan penyuluhan keagamaan 
Agama merupakan petunjuk bagi umat manusia untuk 
mendapat kesejahteraan hidup di dunia  dan di akhirat. 
Melalui penyeluhan keagamaan diharapkan keimanan 
seseorang terhadap agama kepercayaannya semakin 
kokoh, serta dimanifestasikan dalam perilaku sehari-hari 
di dalam masyarakat, serta untuk melakukan kejahatan 
menyangkut tindak pidana asusila terutama tindak pidana 




Kepolisian sebagai salah satu instansi penegak hukum, juga 
memandang peranan yang sangat penting demi terwujudnya 
kehidupan yang aman dan tentram. Usaha yang dilakukan polisi 
dalam upaya penanggulangan kejahatan diantaranya adalah 
melakukan patrol rutin untuk meningkatkan suasana kamtibmas 
dalam kehidupan masyarakat, selain itu kepolisian juga secara 
rutin memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat. 
Selain itu kepolisian juga secara rutin memberikan penyuluhan 
hukum terhadap masyrakat. Selain itu aparat kepolisian dalam 
melakukan patroli diharapkan mampu membangun komunikasi 
yang baik dengan masyarakat sehingga tercipta hubungan yang 
harmonis anntara polisi dengan masyarakat yang nantinya akan 
melahirkan kerjasama yang baik diantara keduannnya. 
2. Upaya represif 
Selain upaya preventif diatas, juga diperlukan upaya represif 
sebagai bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan asusila 
termasuk incest. 
Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah 
upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa 
penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku 
kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, 
pengadilan dan Lembaga permasyarakatan. 
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Selain tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh 
kepolisian, kepolisian juga dapat melakukan tindakan-tindakan 
represif. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan 
prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi 
kepolisian tersebut. Tindakan tersebut harus mendapat perintah 
dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosuder dan lain 
sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun 
masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan. 
Sehingga aparat yang bekerja dilapangan dalam melakukan 
tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa 
pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, 
penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. 
Sementara bagi pihak kejaksaan adalah meneruskan 
penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan dihadapan 
majelis hakim pengadilan negeri. 
Sementara di pihak hakim adalah pemberian pidana 
maksimal kepada pelaku diharapkan agar pelaku dan calon pelaku 
mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut 
dan jera untuk mengulangi kembali. 
Sementara bagi pihak Lembaga Permasyarakatan 
memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di 
Lembaga Permasyarakatan berupa pembinaan mental agama, 






1) Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana incest 
dengan korban anak di Kabupaten Takalar adalah: 
a. Faktor rendahnya pendidkan dan ekonomi 
b. Faktor lingkungan atau tempat tinggal 
c. Faktor alkohol 
d. Faktor kurangnya pemahaman terhadap agama 
e. Peranan korban 
2) Upaya dalam menanggulangi tindak pidana incest yang dapat 
dilakukan adalah: 
a. Melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap 
elemen, diantaranya pencegahan yang dilakukan oleh individu, 
masyarakat, pemerintah, dan kepolisian. 
b. Melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak 







B. Saran  
1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana incest sangat 
diperlukan peran aparat penegak hukum agar jika terjadi suatu 
tindak pidana incest hendaknya masyarakat harus tanggap dan 
berusaha mengambil tindakan dan melaporkan kepada pihak 
yang berwajib serta diperlukan professionalism dalam 
menangani tindaka pidana incest yang terjadi ditengah 
masyarakat. Harus dilakukan upaya untuk menumbuhkan 
kesadaran hukum posotif dalam masyarakat dengan cara 
melakukan penyuluhan hukum, Dalam hal ini juga sangat 
diperlukan peran aktif masyarakat, tokoh masyarakat serta 
ulama memberikan pemahaman mengenai dampak kejahatan 
dari sudut pandang agama, moral etika dan juga menganai 
dampak yang ditimbulkan. 
2. Selain upaya represif, aparat kepolisian juga harus lebih 
mengintensifkan upaya tindakan preventif agar dapat menekan 
jumlah kejahatan. 
3. Aturan hukum yang telah dibuat, harus betul-betul diterapkan 
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